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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 
Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi, merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 

masyarakat (warga negara) dalam negara kesejahteraan (welfare state). Dengan 

demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan, melayani orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Sebagimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib 

menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan 

Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan 

masyarakat dan kondisi lingkungan. 

Standar Pelayanan ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi 

seluruh  pegawai  Pengadilan  Negeri  Teluk Kuantan  dalam menyelenggarakan 

Pelayanan dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna 

layanan/pelanggan/stakholder yang terkait dengan pelayanan, mulai dari persyaratan, 

prosedur, waktu, biaya, hasil, sampai dengan penanganan pengaduan. Selain  itu 

dengan  penetapan  dan  penerapan  Standar  Pelayanan  ini  maka  akan tercipta 

pelayanan yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah, terjangkau, dan terukur 

demi terwujudnya pelayanan prima dan diperolehnya kepercayaan masyarakat. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju terwujudnya tata 

kelola pemerintah yang bersih, demokratis, efektif dan terpercaya berlandaskan 

prinsip-prinsip good government, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan 

masyarakat kepada Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya, khususnya 

Pelayanan publik Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dimasa sekarang dan akan
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datang.  Dengan adanya penerapan Standar  Pelayanan  Pengadilan  Negeri  Teluk 

Kuantan  diharapkan kualitas dari pelayanan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan  yang  semakin tinggi  dari 

masyarakat,  baik dari  segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. 

Pada akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara 

aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan ini, semoga Standar 

Pelayanan yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten. 

 
 
 

Teluk Kuantan, 10 Februari 2024 
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

 
 
 
 
 
 
 

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.
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1.   Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009  tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga 
Peradilan 

4.   Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1-144/KMA/I/2011  tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

5.   Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  026/KMA/SK/II/2012  tentang 
Standar Pelayanan Peradilan 

6.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara elektronik 

7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 
tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI 

8.   Keputusan      Direktur      Jenderal      Badan      Peradilan      Umum      Nomor 
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian 
Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 
di Pengadilan. 

9.   Keputusan      Direktur      Jenderal      Badan      Peradilan      Umum      Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi danPengadilan Negeri 

10. Keputusan      Direktur      Jenderal      Badan      Peradilan      Umum      Nomor 
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman  Standar  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pada  Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri 

11. Keputusan      Direktur      Jenderal      Badan      Peradilan      Umum      Nomor 
44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di 
Lingkungan Peradilan Umum 

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 
tentang Akselerasi Pendaftaran Perkara melalui e-Court
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STANDAR PELAYANAN 

PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PENYIDIK TAHAP I 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

 

1.    Surat Pengantar 

2.    Laporan Polisi 

3.    Surat Perintah Penyidikan 

4.   Surat         Pemberitahuan         Dimulainya 

Penyidikan 

5.    Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik 

6.   Berita Acara Penahanan oleh Penyidik 

7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 

oleh Penuntut Umum 

8.   Berita Acara Perpanjangan Penahan 

9.   Resume 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

  Membuat penetapan perpanjangan 

penahanan ± 10 menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan                        penetapan 

perpanjangan penahanan kepada 

Penyidik ± 5 menit 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Perpanjangan Penahanan 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PENYIDIK TAHAP II 

 

 

1. Surat Pengantar  

2. Laporan Polisi 

3. Surat Perintah Penyidikan 

4. Surat         Pemberitahuan Dimulainya 

 Penyidikan  

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

 

± 40 (empat puluh) menit 
 

 
 
 
 

5.    Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik 

6.   Berita Acara Penahanan oleh Penyidik 

7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 

oleh Penuntut Umum 

8.   Berita Acara Perpanjangan Penahan 

9.   Penetapan     Perpanjangan     Penahanan 

KPN Tahap I 

10.  Resume 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Perpanjangan Penahanan 
 
 

 
B I A Y A 

 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

  Membuat penetapan perpanjangan 

penahanan ± 10 menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan                        penetapan 

perpanjangan penahanan kepada 

Penyidik ± 5 menit 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PENUNTUT UMUM TAHAP I 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat        Permohonan        Perpanjangan 

Penahanan (T-6) 

2.    Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 

(T-7) 

3.    Berita     Acara     Pelaksanaan     Perintah 

Penahanan (BA-7) 

4.   Surat          Perpanjangan          Penahanan 

Penuntut Umum (T-4) 

5.    Berita Acara Perpanjangan Penahanan 

6.   Surat Perintah Penahanan 

7.    Surat Perintah Penyidikan 

8.   Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

9.   Laporan Polisi 

10.  Resume 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 
 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

  Membuat penetapan perpanjangan 

penahanan ± 10 menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan                        penetapan 

perpanjangan penahanan kepada 

Penuntut Umum ± 5 menit 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Perpanjangan Penahanan 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PERPANJANGAN PENAHANAN DARI PENUNTUT UMUM TAHAP II 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat        Permohonan        Perpanjangan 

Penahanan (T-6) 

2.    Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 

(T-7) 

3.    Berita     Acara     Pelaksanaan     Perintah 

Penahanan (BA-7) 

4.   Surat          Perpanjangan          Penahanan 

Penuntut Umum (T-4) 

5.    Berita Acara Perpanjangan Penahanan 

6.   Surat Perintah Penahanan 

7.    Surat Perintah Penyidikan 

8.   Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

9.   Penetapan     Perpanjangan     Penahanan 

KPN Tahap I 

10.  Laporan Polisi 

11.   Resume 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

  Membuat penetapan perpanjangan 

penahanan ± 10 menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan                        penetapan 

perpanjangan penahanan kepada 

Penuntut Umum ± 5 menit 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Perpanjangan Penahanan 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

IZIN PERSETUJUAN PENYITAAN 

 

 

Membuat penetapan persetujuan/izin               

penyitaan ± 10 menit 
Undang-Undang     Nomor     14 

Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2008     tentang 

Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit                Undang-Undang     Nomor     25 Tahun 2009     tentang 

 Pelayanan Publik   
 Keputusan    Ketua    Mahkamah Agung RI    Nomor    1- 

Menyerahkan                          penetapan  144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

persetujuan/izin    penyitaan    kepada  Pengadilan 

Penyidik ± 5 menit  Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

  Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

  Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

  Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

  Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

  Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

  Nomor  3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019  tentang  Perubahan 

  SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

  Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

  Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

  Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat Permohonan Persetujuan dan Izin 

Penyitaan 

2.    Laporan Polisi 

3.    Surat Perintah Penyidikan 

4.   Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

5.    Surat Perintah Penyitaan 

6.   Berita Acara Penyitaan 

7.    Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti 

8.   Resume 
 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

 
 
 

 

6.   Petugas PTSP : 

 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Persetujuan/Izin Penyitaan 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

IZIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat Permohonan Persetujuan dan Izin 

Penggeledahan 

2.    Laporan Polisi 

3.    Surat Perintah Penyidikan 

4.   Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

5.    Surat Perintah Penggeledahan 

6.   Berita Acara Penggeledahan 

7.    Resume 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Permohonan Persetujuan/Izin Penggeledahan 
 
 

B I A Y A

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R N    I    H    I    L

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

      Membuat penetapan persetujuan/izin 

penggeledahan ± 10 menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan                        penetapan 

persetujuan/izin penggeledahan 

kepada Penyidik ± 5 menit 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN  Page 13 

STANDAR PELAYANAN 

PENETAPAN DIVERSI 

 

 

 

 

6. 

Identitas atau Akta Kelahiran) 

Fotocopy Identitas Korban 

Permohonan Penetapan Dive 

7. Fotocopy KTP Penyidik dan Bapas B I A Y A 

8. Resume dari Bapas  

9. Kesepakatan Diversi N    I    H    I    L 
10. Berita Acara Kesepakatan Diversi  

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat Permohonan Diversi 

2.    Laporan Polisi 

3.    Surat Perintah Penyidikan 

4.   Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

5.    Fotocopy  Identitas  Anak  Pelaku  (Kartu 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

rsi

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 
 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima Permohonan dan Meneliti 

Kelengkapan  Berkas  Perkara  ± 5 

menit 

2.    Ketua : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

3.    Panitera : 

    Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

4.   Panitera Muda Pidana  : 

      Disposisi surat permohonan ± 5 menit 

5.    Petugas Pidana : 

      Membuat   penetapan   diversi   ±   10 

menit 

      Ditandatangani Ketua/Wakil ± 5 menit 

6.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan    penetapan    diversi 

kepada Penyidik ± 5 menit 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENERIMAAN/PELIMPAHAN PERKARA PIDANA BIASA/ANAK DAN SINGKAT 

 

 

c. 

d. 

Surat Dakwaan 

Surat Perintah Penunjukan JPU 

 D A S A R  H U K U M 

e. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 

f. 

g. 

Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka 

Surart Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (bila dilakukan 

 
 

Informasi Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 penahanan)  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 

h. Tanda Terima Surat Pelimpahan  tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

i. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti  Keputusan        Ketua        Mahkamah        Agung        RI        Nomor 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R
 

1.   Surat Pengantar 

2.  Berkas Perkara Pidana berupa : 

a.  Laporan Polisi 

b.  SPDP 

c.   Surat Perintah Tugas 

d.  Surat Perintah Penyidik 

e.  BAP Tersangka 

f.   BAP Saksi 

g.  Hak-Hak Tersangka 

h.  Bantuan Hukum (Bila menggunakan Kuasa Hukum) 

i.    Berita Acara Bantuan Hukum 

j.    Surat Perintah Penangkapan 

k.  Berita Acara Penangkapan 

l.    Surat Perintah Penahanan (bila dilakukan penahanan) 

m. Berita Acara Penahanan 

n.  Surat   Perpanjangan   Penahanan   oleh   PU   (bila   dilakukan 

penahanan) 

o.  Surat   Perpanjangan   Penahanan   oleh   KPN   (bila   dilakukan 

penahanan) 

p.  Surat Perintah Penyitaan 

q.  Berita Acara Penyitaan 

r.   Laporan Penetapan Penyitaan 

s.   Penetapan Penyitaan 

t.   Surta Perintah Penggeledahan 

u.  Berita Acara Penggeledahan 

v.   Laporan Penetapan Penggeledahan 

w. Penetapan Penggeledahan 

x.  Surat Perintah Penyegelan BB 

y.   Pengantar Visum et Repertum (jika ada) 

z.   Hasil Visum et Repertum (jika ada) 

aa. Daftar Saksi 

bb.Daftar Tersangka 

cc. Daftar Barang Bukti 

dd.Surat Panggilan 

ee. Lain-lain 

3.  Berkas Perkara dari Penuntut Umum berupa : 

a.  Surat Pengantar 

b.  Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 

1.   Petugas PTSP Pidana : 

   Menerima dan Meneliti Kelengkapan Berkas Perkara ± 5 menit 

2.  Panitera Muda Pidana : 

   Memeriksa Kelengkapan Berkas ± 5 menit 

3.  Petugas Pendaftaran/Register : 

   Memasukan  data  pada  SIPP  secara  lengkap  dan  memberikan 

nomor perkara ± 5 menit 

   Mencatat data perkara  pada buku register ± 20 menit 

   Menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Ketua  untuk  penunjukan 

Majelis Hakim/Hakim ± 5 menit 

   Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk Penunjukan 

Panitera Pengganti dan Jurusita ± 5 menit 

   Menyerahkan  berkas  perkara  kepada  Majelis  Hakim/Hakim  ±  5 

menit 

4.  Ketua : 

   Menunjuk Majelis Hakim/Hakim ± 5 menit 

5.  Panitera : 

   Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita ± 5 menit 

 
W A K T U  P E N Y E L E S A I A N 

 
± 60 (enam puluh) menit 

 

 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

Berkas Perkara Pidana Biasa/Singkat 
 
 

 
B I A Y A 

 
N    I    H    I    L

 
 
 
 
 
 
 

4.  Softcopy Dakwaan 

 
P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 

 

 
1.      Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.     Melalui nomor telepon bawas : (021) 21481233 

3. Melalui  nomor  telepon  PN  Teluk Kuantan  : 

(0760) 2524180 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pada  Pengadilan  Tinggi  dan 

Pengadilan Negeri 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SuratKeputusan 

Direktur       Jenderal       Badan       Peradilan       Umum       Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pada  Pengadilan  Tinggi  dan 

Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENERIMAAN/PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA LALU 

 

 

 

LINTAS 
 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat  Pengantar  Berkas Perkara  Pidana 

Lalu Lintas 

2.    Berkas Pidana Lalu Lintas 

3.    Softcopy Perkara Pidana Lalu Lintas 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima dan Meneliti Kelengkapan 

Berkas Perkara ± 5 menit 

2.    Panitera Muda Pidana : 

  Memeriksa Kelengkapan Berkas ± 5 

menit 

3.    Petugas Pendaftaran/Register : 

  Memasukan data pada SIPP secara 

lengkap dan memberikan nomor 

perkara ± 5 menit 

  Mencatat data perkara pada buku 

register ± 20 menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Ketua untuk Penunjukan Hakim ± 5 

menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Panitera untuk Penunjukan Panitera 

Pengganti dan Jurusira ± 5 menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Majelis Hakim/Hakim ± 5 menit 

4.   Ketua  : 

      Menunjuk Hakim Sidang ± 5 menit 

5.    Panitera : 

      Menunjuk   Panitera   Pengganti   dan 

Jurusita ± 5 menit 

6.   Petugas Pendaftaran/Register : 

         Menyerahkan berkas perkara kepada 

Hakim 

± 60 (enam puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas 
 
 

B I A Y A 
 

 

N    I    H    I    L 
 

 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PERMOHONAN PRAPERADILAN 

 

 

1. Surat Permohonan Praperadilan  

2. Surat    Kuasa    (jika    didampingi Kuasa 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

 

± 60 (enam puluh) menit 

Hukum 

3.    Permohonan beserta Softcopy 

4.   Fotocopy       KTP       Pemohon/Penasihat 

Hukum Pemohon 
 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Perkara Permohonan Praperadilan 
 
 

B I A Y A
 

1.    Petugas PTSP Pidana : 

    Menerima dan Meneliti Kelengkapan 

Berkas Perkara ± 5 menit 

2.    Panitera Muda Pidana : 

  Memeriksa Kelengkapan Berkas ± 5 

menit 

3.    Petugas Pendaftaran/Register : 

  Memasukan data pada SIPP secara 

lengkap dan memberikan nomor 

perkara ± 5 menit 

  Mencatat data perkara pada buku 

register ± 20 menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Ketua untuk Penunjukan Hakim ± 5 

menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Panitera untuk Penunjukan Panitera 

Pengganti dan Jurusira ± 5 menit 

    Menyerahkan berkas perkara kepada 

Majelis Hakim/Hakim ± 5 menit 

4.   Ketua  : 

      Menunjuk Hakim Sidang ± 5 menit 

5.    Panitera : 

      Menunjuk   Panitera   Pengganti   dan 

Jurusita ± 5 menit 

6.   Petugas Pendaftaran/Register : 

         Menyerahkan berkas perkara kepada 

Hakim 

 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

 Undang-Undang     Nomor     14     Tahun 2008     tentang 

 
 

Keterbukaan Informasi Publik 

Undang-Undang     Nomor     25     Tahun 
 
2009     tentang 

 
 

Pelayanan Publik 

Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung 
 

RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TIPIRING/CEPAT 

` 

 

  
 

 

PRODUK PELAYANAN 
Berkas Perkara Pidana Cepat 
 
 

B I A Y A 

 Laporan Polisi 
 Berita Acara Pemeriksaan Tipiring 
 Surat Perintah Tugas 
 Surat Perintah Penggeledahan 
 Berita Acara Penggeledahan 
 

 

Surat Perintah Penyitaan 

Berita Acarra Penyitaan 

 
N    I    H 

 
I    L 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat Pengantar Tindak Pidana Ringan 

2.    Berkas Perkara terdiri dari : 

± 60 (enam puluh) menit  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Barang Bukti 

4.   Softcopy 
 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 
 

1.     Petugas PTSP Pidana : 

     Menerima    dan    Meneliti    Kelengkapan 

Berkas Perkara ± 5 menit 

2.     Panitera Muda Pidana : 

     Memeriksa Kelengkapan Berkas ± 5 menit 

3.    Petugas Pendaftaran/Register : 

  Memasukan  data  pada  SIPP  secara 

lengkap dan memberikan nomor perkara 

± 5 menit 

  Mencatat  data   perkara   pada   buku 

register ± 20 menit 

     Menyerahkan   berkas    perkara    kepada 

Ketua untuk Penunjukan Hakim ± 5 menit 

 Menyerahkan berkas perkara kepada 

Panitera untuk Penunjukan Panitera 

Pengganti dan Jurusira ± 5 menit 

     Menyerahkan   berkas    perkara    kepada 

Majelis Hakim/Hakim ± 5 menit 

4.    Ketua : 

       Menunjuk Hakim Sidang ± 5 menit 

5.    Panitera : 

       Menunjuk      Panitera      Pengganti      dan 

Jurusita ± 5 menit 

6.    Petugas Pendaftaran/Register : 

          Menyerahkan   berkas    perkara    kepada 

Hakim 

 

 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

UPAYA HUKUM BANDING 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1. Akta        Pernyataan        Banding        dari 

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa 

dan Penuntut Umum 

2.    Surat Kuasa (jika ada) 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 
1.     Petugas PTSP Pidana : 

 Menerima  Pernyataan  Banding  dari 

Terdakwa/Penasihat Hukum  Terdakwa 

dan Penuntut Umum ± 5 menit 

2.     Panitera Muda Pidana : 

     Disposisi Pernyataan Banding ± 5 menit 

3.    Petugas Banding : 

     Membuat Akta  Pernyataan Banding ±  5 

menit 

4.    Panitera : 

       Menandatangani        Akta        Pernyataan 

Banding ± 5 menit 

5.    Petugas Banding : 

       Membuat tanda terima memori banding ± 

5 menit 

     Membuat tanda terima kontra memori 

banding ± 5 menit 

       Membuat inzage ± 5 menit 

       Mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi ± 5 

menit 

6.    Panmud Pidana : 

 Menandatangani  tanda   terima  memori 

banding ± 5 menit 

 Menandatangani   tanda   terima   kontra 

memori banding ± 5 menit 

7.    Petugas Pendaftaran/Register : 

 Menyerahkan  Akta  Pernyataan  Banding 

kepada Pemohon ± 5 menit 

 Menyerahkan    tanda     terima     memori 

banding dan kontra memori banding 

kepada Pemohon dan Termohon Banding 

± 5 menit 

± 60 (enam puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Permohonan Banding 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

UPAYA HUKUM KASASI 

 

 

kasasi ± 5 menit 

 Menandatangani   tanda   terima   kontra 

memori kasasi ± 5 menit 

Petugas Pendaftaran/Register : 

          Menyerahkan   Akta   Pernyataan   Kasasi 

 144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 
 Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 
 Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

 Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

 

 

kepada Pemohon ± 5 menit 

Menyerahkan    tanda     terima     memori 
 Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 kasasi dan kontra memori kasasi kepada  Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

 Pemohon dan Termohon kasasi ± 5 menit  Nomor  3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019  tentang  Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

   Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

   Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

   Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1. Akta         Pernyataan         Kasasi         dari 

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa 

dan Penuntut Umum 

2.    Surat Kuasa (jika ada) 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.     Petugas PTSP Pidana : 

 Menerima    Pernyataan    kasasi    dari 

Terdakwa/Penasihat Hukum  Terdakwa 

dan Penuntut Umum ± 5 menit 

2.     Panitera Muda Pidana : 

     Disposisi Pernyataan kasasi ± 5 menit 

3.    Petugas Kasasi : 

     Membuat  Akta  Pernyataan  Kasasi  ±  5 

menit 

4.    Panitera : 

       Menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 

± 5 menit 

5.    Petugas Kasasi : 

       Membuat tanda terima memori kasasi ± 5 

menit 

     Membuat tanda terima kontra memori 

kasasi ± 5 menit 

       Membuat inzage ± 5 menit 

       Mengirim berkas ke Mahkamah Agung ± 

5 menit 

6.    Panmud Pidana : 

          Menandatangani  tanda   terima  memori 

± 60 (enam puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Permohonan Kasasi 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1-

 
 
 
 

7.

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) 

 

 

5. 

 
6. 

Ketua : 

       Menunjuk Majelis Hakim ± 5 menit 

Panmud Pidana : 

 

 

D A S A R  H U K U M 

        Menunjuk      Panitera      Pengganti  
   

Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 
 Jurusita ± 5 menit  Keterbukaan Informasi Publik 
7. Petugas Pidana :  Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

        Mengirimkan berkas Peninjauan Kembali  Pelayanan Publik 

 (PK) kepada Mahkamah Agung  Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

   144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

   Pengadilan 

   Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

   026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

   Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

   Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

   Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

   Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

   Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

   Nomor  3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019  tentang  Perubahan 

   SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

   Nomor     77/DJU/SK/HM02.3/2/2018     tentang     Pedoman 

   Standar   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (PTSP)   pada 

   Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1. Akta   Pernyataan   Peninjauan   Kembali 

(PK) dari Terdakwa/Penasehat Hukum 

Terdakwa dan Penuntut Umum 

2.    Surat Kuasa (jika ada) 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.     Petugas PTSP Pidana : 

  Menerima       Pernyataan       Peninjauan 

Kembali (PK) dari Terdakwa/Penasihat 

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ± 

5 menit 

2.     Panitera Muda Pidana : 

     Disposisi Pernyataan Peninjauan Kembali 

(PK) ± 5 menit 

3.    Petugas Pidana : 

     Membuat   Akta   Pernyataan   Peninjauan 

Kembali (PK) ± 5 menit 

4.    Panitera : 

       Menandatangani        Akta        Pernyataan 

Peninjauan Kembali (PK) ± 5 menit 
 
 
 
 

dan 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Permohonan Banding 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 

 

 
 

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PERMOHONAN GRASI 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Pernyataan Grasi dari Terpidana 

2.    Surat Kuasa (jika ada) 

± 40 (empat puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N
 

 
M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

 

 
1.     Petugas PTSP Pidana : 

     Menerima       Pernyataan       Grasi       dari 

Terpidana/Penasihat Hukumnya ± 5 menit 

2.     Panitera Muda Pidana : 

     Disposisi Pernyataan Grasi ± 5 menit 

3.    Ketua : 

       Pertimbangan Ketua ± 30 menit 

4.    Petugas Pidana : 

       Mengirimkan  berkas  Permohonan  Grasi 

kepada Mahkamah Agung RI 

 

Berkas Permohonan Grasi 
 
 

B I A Y A 
 
 

N    I    H    I    L 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180
 
 
 

D A S A R  H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR 

PELAYANAN HUKUM
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STANDAR PELAYANAN 

 

PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 
 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Surat Kuasa Asli 

2.    Fotocopy Surat Kuasa (Rangkap 3) 

3.    Fotocopy KTA 

4.   Fotocopy Berita Acara Sumpah 

5.    Fotocopy KTP 

± 20 (dua puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Surat Kuasa Terdaftar di Pengadilan

 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R                                          B I A Y A 
 

1.    Petugas PTSP Hukum : 

 Menerima    berkas    dan    meneliti 

kelengkapan berkas permohonan ± 3 

menit 

 Meregister  pendaftaran  akta  dan 

membubuhkan cap pendaftaran ± 5 

menit 

2.    Panitera Muda Hukum : 

    Memberi paraf berkas permohonan ± 

3 menit 

3.    Panitera : 

    Menandatangani   pendaftaran   Surat 

Kuasa ± 3 menit 

4.   Petugas PTSP : 

 Menyerahkan   berkas   pendaftaran 

kepada  Pemohon  dan  memungut 

serta menyetor PNBP kepada kasir ± 3 

menit 

    Mengarsipkan berkas permohonan ± 3 

menit 
 

 
P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 

 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

 

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 
 
 
 
 

D A S A R   H U K U M 
 

      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

      Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI       Nomor 

076/KMA/SK/VI/2009      tentang       Pedoman      Pelaksanaan 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

      Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor     1- 

144/KMA/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di 

Pengadilan 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI      Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

      Keputusan   Wakil   Ketua   Mahkamah   Agung    RI    Nomor 

01/WKMA-NY/SK/I/2009      tentang      Pedoman      Pelayanan 

Informasi pada Mahkamah Agung RI 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015  tentang  Pedoman  Standar 

Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat 

Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019     tentang     Perubahan     Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus(PTSP+) dan Surat 

Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan 

Umum

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL 

 

 

 

 
 
 

STANDAR PELAYANAN 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Fotocopy Pemberi/Penerima Kuasa 

2.    Fotocopy KK 

3.    Fotocopy  Kutupan  Akta  Kelahiran/Akta 

Perkawinan 

4.   Surat Kuasa Asli 

5. Surat          Keterangan          Hubungan 

Kekeluargaan yang diketahui oleh 

Lurah/Kepala Desa Setempat 

± 45 (empat puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Surat Kuasa Insidentil Terdaftar di Pengadilan 
 
 

B I A Y A

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

 

1.     Petugas PTSP Hukum : 

 Menerima      berkas      dan      meneliti 

kelengkapan berkas permohonan ± 5 

menit 

  Membuat   konsep   surat   izin   kuasa 

insidentil ± 15 menit 

2.     Panitera Muda Hukum : 

     Memeriksa surat izin kuasa insidentil dan 

memberi paraf ± 5 menit 

3.    Panitera : 

     Memeriksa surat izin kuasa insidentil dan 

memberi paraf ± 5 menit. 

4.    Ketua : 

     Menandatangani surat izin kuasa insidentil 

± 5 menit 

5.    Petugas PTSP : 

     Menyerahkan berkas pendaftaran kepada 

Pemohon dan memungut serta menyetor 

PNBP kepada kasir ± 5 menit 

  Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 

menit 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

 

 
D A S A R   H U K U M 

 

      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

      Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI       Nomor 

076/KMA/SK/VI/2009      tentang       Pedoman      Pelaksanaan 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

      Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor     1- 

144/KMA/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di 

Pengadilan 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI      Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

      Keputusan   Wakil   Ketua   Mahkamah   Agung    RI    Nomor 

01/WKMA-NY/SK/I/2009      tentang      Pedoman      Pelayanan 

Informasi pada Mahkamah Agung RI 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015  tentang  Pedoman  Standar 

Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat 

Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019     tentang     Perubahan     Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus(PTSP+) dan Surat 

Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan 

Umum

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA 

 

 

 

 
 
 

STANDAR PELAYANAN 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.    Fotocopy  KTP 

2.    Fotocopy KK 

3.    Fotocopy Ijazah Terakhir Legalisir 

4.   Foto berwarna 4x6 

5.    Fotocopy SKCK Legalisir 

6.   Surat     Permohonan     dari     Eraterang 

bermeterai 10.000 

± 35 (tiga puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana 
 
 

B I A Y A

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1.     Petugas PTSP Hukum : 

 Menerima permohonan dan  meneliti 

kelengkapan permohonan ± 5 menit 

     Mencetak/print    out    surat    keterangan 

(melalui aplikasi eraterang) ± 5 menit 

2.     Panitera Muda Hukum : 

 Memeriksa    surat    keterangan    dan 

memberi paraf ± 5 menit 

3.    Panitera : 

 Memeriksa    surat    keterangan    dan 

memberi paraf ± 5 menit. 

4.    Ketua : 

     Menandatangani surat  keterangan tidak 

pernah dipidana ± 5 menit 

6.    Petugas PTSP : 

     Menyerahkan berkas pendaftaran kepada 

Pemohon dan memungut serta menyetor 

PNBP kepada kasir ± 5 menit 

  Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 

menit 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

 

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 
 
 
 
 

D A S A R   H U K U M 
 

      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

      Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI       Nomor 

076/KMA/SK/VI/2009      tentang       Pedoman      Pelaksanaan 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

      Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor     1- 

144/KMA/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di 

Pengadilan 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI      Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

      Keputusan   Wakil   Ketua   Mahkamah   Agung    RI    Nomor 

01/WKMA-NY/SK/I/2009      tentang      Pedoman      Pelayanan 

Informasi pada Mahkamah Agung RI 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015  tentang  Pedoman  Standar 

Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat 

Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019     tentang     Perubahan     Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus(PTSP+) dan Surat 

Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan 

Umum

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

5. Petugas PTSP :  

      Mencatat        dan        memberi nomor 

 pendaftaran     akta      dibawah tangan 

 

 

PERMOHONAN LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN 

(WAARMEKING) 
 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1.      Surat Permohonan 

2. Surat  Pernyataan  Ahli  Waris  dari Kelurahan  dan 

diketahui oleh Kecamatan 

3.     Surat Kuasa dari Para Ahli Waris kepada Pemohon 

4.     Fotocopy Surat/Akta Kematian 

5.     Fotocopy KTP+KK Ahli Waris 

6.     Fotocopy Surat/Akta Nikah 

7.     Fotocopy Akta Kelahiran 

8.     Fotocopy Buku Tabungan/Surat Berharga 

9. Surat-surat berupa fotocopy dilegalisasi di kantor 

pos dan diberi meterai 
 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

± 35 (tiga puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Surat Keterangan Waarmeking 
 
 

B I A Y A 
 

 

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

1.     Petugas PTSP Hukum : 

 Menerima          surat          permohonan 

waarmeking dan meneliti kelengkapan 

permohonan waarmeking ± 10 menit 

 Membuat                       catatan/penetapan 

waarmeking ± 20 menit 

2.     Panitera Muda Hukum : 

     Meneliti  dan  membubuhkan paraf  pada 

catatan waarmeking± 10 menit 

3.    Panitera : 

     Meneliti  dan  membubuhkan paraf  pada 

catatan waarmeking± 10 menit 

4.    Ketua : 

 Menandatangani    waarmeking    surat 

pengesahan ahli waris ± 20 menit 
 
 
 
 

/waarmeking ± 5 menit 

     Menyerahkan surat pernyataan ahli waris 

kepada pemohon dan memungut serta 

menyetor PNBP kepada kasir ± 5 menit 

 
P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 

 

 

1.     Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.     Melalui nomor telepon bawas : (021) 21481233 

3.    Melalui nomor telepon PN Teluk Kuantan 

: (0760) 2524180 

 

D A S A R   H U K U M 
 

      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

      Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI       Nomor 

076/KMA/SK/VI/2009      tentang       Pedoman      Pelaksanaan 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

      Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor     1- 

144/KMA/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di 

Pengadilan 

      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung      RI      Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

      Keputusan   Wakil   Ketua   Mahkamah   Agung    RI    Nomor 

01/WKMA-NY/SK/I/2009      tentang      Pedoman      Pelayanan 

Informasi pada Mahkamah Agung RI 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015  tentang  Pedoman  Standar 

Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat 

Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019     tentang     Perubahan     Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri 

      Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus(PTSP+) dan Surat 

Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan 

Umum

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1. Surat  permohonan  sesuai  dengan  jenis 

permohonan pemohon dengan 

mencantumkan identitas lengkap para 

pihak 

2.    Fotocopy surat Permohonan 3 rangkap 

3.  Fotocopy   bukti  surat  yang   sudah 

dilegalisir dan cap Kantor Pos 

4.   Softcopy (CD) surat permohonan 

5.  Menyetor  biaya  pendaftaran  sesuai 

dengan SK Panjar Ketua Pengadilan 

Negeri Teluk Kuantan 

 
M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

 

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

atau mendaftarkan perkara secara online 

melalui aplikasi aplikasi e- court 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna      layanan      mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

    Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata : 

1. Penjelasan awal ketika pemohon 

belum menyiapkan dokumen 

kelengkapan perkara ± 15 menit 

2. Penerimaan berkas permohonan 

yang telah lengkap ± 10 menit 

3.   Pendaftaran            permohonan 

kedalam aplikasi SIPP sampai 

dengan pencatatan ke dalam 

Buku Jurnal Kasir dan Penyerahan 

kepada Majelis Hakim ± 60 menit 

± 85 (delapan puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Perkara Permohonan 
 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Permohonan 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

1.     Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.     Melalui nomor telepon bawas : (021) 21481233 

3.    Melalui nomor telepon PN Teluk Kuantan 

: (0760) 2524180 
 
 

 
D A S A R   H U K U M 

 

       Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 

Informasi Publik 

       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara 

elektronik 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan 

dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SuratKeputusan 

Direktur       Jenderal       Badan       Peradilan       Umum       Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

   Surat    Direktur    Jenderal    Badan    Peradilan    Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi Pendaftaran 

Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN DAN GUGATAN SEDERHANA 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

1. Surat  gugatan  dengan  mencantumkan 

identitas lengkap para pihak 

2. Fotocopy    surat    gugatan    disesuaikan 

dengan jumlah pihak 

3.  Fotocopy   bukti  surat  yang   sudah 

dilegalisir dan cap Kantor Pos 

4.   Softcopy (CD) surat gugatan 

5.  Menyetor  biaya  pendaftaran  sesuai 

dengan SK Panjar Ketua Pengadilan 

Negeri Teluk Kuantan 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

atau mendaftarkan perkara secara online 

melalui aplikasi aplikasi e- court 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna      layanan      mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

    Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata : 

1. Penjelasan           awal           ketika 

penggugat belum menyiapkan 

dokumen kelengkapan perkara ± 

15 menit 

2. Penerimaan berkas gugatan yang 

telah lengkap ± 10 menit 

3.   Pendaftaran            permohonan 

kedalam aplikasi SIPP sampai 

dengan pencatatan ke dalam 

Buku Jurnal Kasir dan Penyerahan 

kepada Majelis Hakim ± 60 menit 

± 85 (delapan puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Perkara Gugatan 
 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Gugatan 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

1.     Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.     Melalui nomor telepon bawas : (021) 21481233 

3.    Melalui nomor telepon PN Teluk Kuantan 

: (0760) 2524180 
 
 

 
D A S A R   H U K U M 

 

       Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 

Informasi Publik 

       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara 

elektronik 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan 

dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SuratKeputusan 

Direktur       Jenderal       Badan       Peradilan       Umum       Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

   Surat    Direktur    Jenderal    Badan    Peradilan    Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi Pendaftaran 

Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1. Pengajuan upaya hukum banding dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak putusan diucapkan atau 

diberitahukan kepada pihak yang tidak 

hadir 

2.    Membayar biaya banding 

3.    Menandatangani akta banding 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

dan atau untuk perkara yang 

persidangannya secara e-ligiitasi bisa 

secara online melalui aplikasi aplikasi e- 

court 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

    Pembuatan        Akta        Permohonan 

Banding ± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Tanda    terima    panjar    biaya    permohonan 

banding 

 
B I A Y A 

 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 
 

 
 
 

D A S A R   H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan secara elektronik 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk 

Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 

di Pengadilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

  Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1. Pengajuan  upaya  hukum  kasasi  dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak putusan diucapkan atau 

diberitahukan kepada pihak yang tidak 

hadir 

2.    Membayar biaya kasasi 

3.    Menandatangani akta kasasi 
 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 
 

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna     Layanan     mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

    Pembuatan Akta Permohonan Kasasi 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

Tanda terima panjar biaya permohonan kasasi 
 

 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 
 
 

 
D A S A R   H U K U M 

 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan secara elektronik 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk 

Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 

di Pengadilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

  Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1. Pengajuan    upaya    hukum    Peninjauan 

Kembali (PK) dalam jangka waktu 180 

(seratus delapan puluh) hari terhitung 

sejak putusan diucapkan atau 

diberitahukan kepada pihak yang 

berperkara 

2.    Membayar   biaya   Peninjauan   Kembali 

(PK) 

3.    Menandatangani        akta        Peninjauan 

Kembali (PK) 

 
M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Tanda    terima    panjar    biaya    permohonan 

Peninjauan Kembali (PK) 
 

 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna      layanan      mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

 Pembuatan      Akta      Permohonan 

Peninjauan Kembali (PK) ± 30 (tiga 

puluh) menit 

 
P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 

 

 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

 
D A S A R   H U K U M 

 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan secara elektronik 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk 

Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 

di Pengadilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

  Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/


STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN  Page 33 

STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1.    Surat Permohonan Eksekusi 

2. Fotocopy   putusan   Pengadilan   Tingkat 

Pertama, putusan Pengadilan Tingkat 

Banding, putusan Mahkamah Agung 

dengan Putusan terakhir dalam perkara 

tersebut 

± 30 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Permohonan Eksekusi

 

 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R                                          B I A Y A 
 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna      layanan      mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

    Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata : 

1. Pelaksanaan   surat   permohonan 

eksekusi termasuk penjelasan 

proses eksekusi ± 30 (tiga puluh) 

menit 

 
P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 

 

 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 
 

 
 
 

D A S A R   H U K U M 
 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan secara elektronik 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk 

Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 

di Pengadilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

  Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN KONSINYASI 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1. Surat   Permohonan   Konsinyasi  dengan 

mencantumkan identitas lengkap para 

pihak 

2. Fotocopy  surat  permohonan  konsinyasi 

disesuaikan dengan jumlah pihak 

3.    Fotocopy   Fotocopy   bukti   surat   yang 

sudah dilegalisir dan cap Kantor Pos 

4. Menyetor  biaya  pendaftaran  sesuai 

dengan SK Panjar Biaya Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

 
M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

 

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata 

4. Pengguna      layanan      mendapatkan 

penjelasan dari Petugas PTSP 

Kepaniteraan Perdata : 

    Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata : 

1. Penjelasan awal ketika pemohon 

belum menyiapkan dokumen 

kelengkapan perkara ± 15 menit 

2. Penerimaan berkas permohonan 

konsinyasi yang telah lengkap ± 10 

menit 

3.    Pendaftaran permohonan secara 

manual ke dalam Buku Jurnal 

Kasir dan Penyerahan kepada 

Majelis Hakim ± 60 menit 

± 85 (delapan puluh lima) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Berkas Permohonan Konsinyasi 
 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 
 

 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

1.     Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.     Melalui nomor telepon bawas : (021) 21481233 

  3.    Melalui nomor telepon PN Teluk Kuantan 

: (0760) 2524180 
 

 
D A S A R   H U K U M 

 

       Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 

Informasi Publik 

       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara 

elektronik 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan 

dan Standar Meja Informasi di Pengadilan 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SuratKeputusan 

Direktur       Jenderal       Badan       Peradilan       Umum       Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

 Surat    Direktur    Jenderal    Badan    Peradilan    Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi Pendaftaran 

Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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STANDAR PELAYANAN 

PENDAFTARAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN 

 

 

 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N

1. Pengguna layanan langsung menghadap 

kepada petugas Kepaniteraan Perdata di 

Meja PTSP 

2. Pengguna  pelayanan  yang   merupakan 

pihak langsung memberikan informasi 

perkaranya dengan maksud untuk 

memohon  salinan  putusan  perkara 

secara lisan 

3.    Membawa meterai 10.000 dan membayar 

PNBP 

 
M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R 

± 20 (tiga puluh) menit 
 
 

P R O D U K P E L A Y A N A N 
 

 

Salinan Putusan/Penetapan 
 
 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Ketua 

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

 

1. Pengguna  layanan  datang  langsung  ke 

Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 

2. Pengguna   layanan   mengambil   nomor 

antrian 

3. Pengguna layanan datang langsung 

menghadap Petugas PTSP Kepaniteraan 

Perdata dan memberikan informasi 

perkaranya untuk dimintakan salinan 

putusan atau salinan penetapan 

    Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata : 

1.  Pemberian                              Salinan 

putusan/penetapan ± 20 (dua 

puluh) menit 
 

 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 
 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

3.    Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 

 
D A S A R   H U K U M 

 

     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

     Keputusan    Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor    1- 

144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan 

     Keputusan     Ketua     Mahkamah     Agung     RI     Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

     Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di 

Pengadilan secara elektronik 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk 

Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi 

di Pengadilan 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

     Keputusan   Direktur   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum 

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

 Surat  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum 

Nomor272/DJU/HM02.3/3/2019 tentang Akselerasi 

Pendaftaran Perkara melalui e-Court

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
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PELAYANAN UMUM
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STANDAR PELAYANAN 

 

U  M  U  M 
 

P E R S Y A R A T A N  

W A K T U  P E N Y E L E S A I A N
 

 

Surat Masuk                                                                              ± 30 (tiga puluh) menit 
 

M E K A N I S M E  D A N  P R O S E D U R P R O D U K P E L A Y A N A N

1. Menerima  surat  masuk  dan  membuat  tanda 

terima surat masuk : 

    Petugas PTSP ± 2 menit surat diterima 

2. Memindai  (scan)  serta  menginput  ke  dalam 

register surat masuk diaplikasi PTSP 

    Staf Umum dan Keuangan ± 6 menit surat 

terdata di register surat masuk aplikasi PTSP 

3. Menyerahkan surat ke Ketua/Wakil Ketua untuk 

dilakukan disposisi melalui aplikasi PTSP 

    Ketua/Wakil ± 1 menit berkas surat sampai 

Ketua 

4. Membaca     surat     dan     mengisi     disposisi 

kepadaPAnitera atau Sekretaris melalui aplikasi 

PTSP 

    Ketua/Wakil ± 3 menit surat telah didisposisi 

5. Membaca surat dan disposisi ke Panmud/Kasub 

atau user PTSP lainnya 

    Panitera/Sekretaris  ±  2  menit  surat  telah 

didisposisi 

6.    Membaca disposisi dan  menelaah scan  surat 

melalui aplikasi PTSP 

    Panmud/Kasub ± 2 menit membaca disposisi 

dan isi surat 

7.    Mengisi jenis pelaksanaan pada aplikasi 

    Panmud/Kasub ± 2 menit jenis pelaksanaan 

terisi 

8.    Mengambil   surat   pada   bagian   umum   dan 

Keuangan 

    Staf ± 5 menit Data berkas surat yang akan 

diambil 

9.    Mendistribusikan surta  yang  telah  didisposisi 

oleh Pimpinan ke bagian masing-masing serta 

mencetak lembar disposisi untuk dilampirkan 

pada surat dan arsip 

    Staf ± 5 menit Surat terdistribusi 

10.  Menerima surat masuk 

    Panmud/Kasub  ±  2  menit  Surat  dieerima 

oleh bagian yang berkepentingan 

Berkas Perkara Permohonan 
 
 

B I A Y A 
 

 

Sesuai dengan SK Biaya Panjar Permohonan 
 
 

P E N G A D U A N  D A N  S A R A N 
 

 

1.    Melalui aplikasi SIWAS 

http://siwas.mahkamahagung.go.id 

2.    Email : pn_drh@yahoo.com 

3.    Tertulis melaui pos ke alamat : Pengadilan 

Negeri Teluk Kuantan Jl. Pendidikan, Piru 

4.   Kotak Saran di Kantor Pengadilan Negeri 

Teluk Kuantan 

5.    Melalui  nomor  telepon  bawas  :  (021) 

21481233 

6.   Melalui    nomor    telepon    PN    Teluk 

Kuantan : (0760) 2524180 
 
 

 
D A S A R   H U K U M 

 

       Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 

Informasi Publik 

       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor026/KMA/SK/II/2012 

tentang Standar Pelayanan Peradilan 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri 

       Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SuratKeputusan 

Direktur       Jenderal       Badan       Peradilan       Umum       Nomor 

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri

http://siwas.mahkamahagung.go.id/
mailto:pn_drh@yahoo.com
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PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN 

KELAS II 
 

JALAN LINTAS TELUK KUANTAN – 

PEKANARU KM. 6,5 
 
 

TLPN : (0760) 2524180 
 

Website : www.pn-telukkuantan.go.id 
 

Email : pntelukkuantan@gmail.com 

http://www.pn-telukkuantan.go.id/

